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Pada hari ini XaEb, Tanggal ttrpet Belu Bulan Oltober Tahun Due RIbu
Dua Puluh Setu (f4-1O-2{Xl1}, Kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. ARIIfAL ITTTITIIAIDI : Gubernur l.ampung, berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 49/P Tahun
2019 tanggal 2 Mei 2Ol9 tentang Pengesahan
Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur
l,ampung Masa Jabatan Tahun 2Ol9-2O24,
berkedudukan di Jl. Robert Wolter Monginsidi
No. 69 Telukbetung, dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya untuk dan atas narna
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung,
selanjutnya disebut PIEAI XESATU.

II. ERaALDI ROgfAf, : Gubemur Kepulauan Bangka Elelihrng, berdasarkan
Ke,putusan Pnesiden Republik Indonesia Nomor SO/P
Tahun 2017 tentang Ferabertrcntian Gubernur dan
Wakil Gubernur lGpulauan Bangka Belitung Sisa
Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Fergesahan
Fengangkatan Gubernur dan WaIdI Gubemur
Kepulauan Bengka Belitung Ir,lasa Jabatan 'lbhun
2OL7-2O22, berkedudukan di Jalan Rrlau Bangka
Kelurahan Air Itam Fbcarnatan Bukit Intan l(ota
Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangl€ Belitung
dalBm hal ini bertindak drtarn jabatannya untuk dan
atas nanra Femerintah Daerah proMinsi lGpulauan
Bangka Belitung, selanjubrya diebut ptIIAf IEDUA"
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Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapa,n Feraturan

Femerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang
Fembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1959 tentang Fembenfukan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi
Undang-Undang (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun M64 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 20OO tentang Fembentukan Rppinsi lGpulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 217,
Tambahan frmbamn Negara Republik Indonesia Nornor,l033) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 terrI.ang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan l-mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 470O);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O20 tentang
Cipta lGrja (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan l€mbatan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Feraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang lGtja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lpmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,

Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Ke{a Sama Daerah dengan Daerah dan Keg'a Sama Daerah dengan Pihak
Ketigg. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2l Tahun 2O2l tentang pedoman
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Repubtik
Indonesia Tahut 2O2L Nomor 277);

1o. Peraturan Daerah Provinsi la.mpung Nomor I Tahun 2o2l tentang Keq'a
Sama Daerah (tembaran Daerah provinsi Lampung Tahun 202r Nomor r,
Tambahan Lembaran Daerah provinsi Lampung Nomor 510);

11. Kesepakatan Bersama Gubernur se- Sumatera tertanggat l0 Januari 2020
tentang Kerja sama Dalam Rangka peningkatan perekonomian Daerah.
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PIHAtr( BTSATU dan PIIIAI( ftDUA selanjutnya eecara bersama-sama dalem
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIIIAK, dan masing-masing disebut
PIEAI(, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebaga.i berikut:
1. Bahwa PIHAIT I{EAATL adalah Pemerintah Daerah Provinsi la.mpu ng

sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Provinsi I .arnpung.

2. Bahwa PIHAK IIEDUA adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang
menjadi kewenanga.n daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan
masing-masing, PARA PIHAI( setuju dan sepakat untuk melaksanakan
Kesepakatan Bersama tentang Kefa Sama Fasilitasi Penyeberangan Antara
Provinsi L,ampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Rangka
Meningkatkan Pengembangan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata, dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paral 1

UAKSUD DAIT TU.'UAT

(1) Makeud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung dan
bersinergi dalam Fasilitasi Penyeberangan Antara Provinsi Lampung dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Meningkatlan Pengembangan
Investasi, Perdagangan dan Pariwisata.

121 Tujuan Kesepalatan Bersama ini adalah untuk:
a. mendorong dan memfasilitasi pemerintah dalam penyediaan

infraetruktur jalur transportasi sung,u dan laut secara langsung dari dan
anta.ra peLabuhan di Provinsi Lampung ke pelabuhan yang berada di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan

b. membuka peluang usaha yang lebih luas bagi para pelaku investasi,
perdagangan dan paririsata.

Paral 2

O&'TK XTAEPAI(ATAIT BERAAUA

objek dari Kesepa.katan Bersama ini adalah Kerja sama Fasilitasi penyeberangan
Antara hovinsi L,ampung dan provinsi Kepul,auan Bangka Belitung Dalam
Rangka Meningkatkan Pengembangan Investasi, perdaganggn dan pariwisata



-4-

Paral 3

RUATG LII{GK'P

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama, meliputi:

a. Fasilitasi penyediaan infrastruktur jdur traneportasl sungai dan laut yang
menghubungkan antara pelabuhan di Pnovinsi lampung dengan pelabuhan
yang berada di Provinsi Kepulauan Baneka Belitung;

b. Fasilitasi peningkatan investasi, perdagangan dan pariwisata yang menjadi
kewenangan PARA PIEAK;

c. Pemberian faeilitasi bagi para pelaku investaei, perdagangan dan pariwisata
oleh PARAPIEAE;

d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama oleh PARA
PIIIAII; dan

e. Kegieten lainnya yang dipandang perlu oleh PARA PIHAII sesuai dengan
tujuan Kesepakatan Bersama ini.

Parat 4

PEIJTXSAI(AAIr

(U Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan
Perjanjian Keda Sama paling lambat 6 (enam) bulan setelah
ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dengan berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagiaa tidak
terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

l2l Untuk melaksanakan penandatanganan Petjanjian Keda Sama sebagaimsna
dimaksud pada ayat (l), PARA PIEAI menugaskan kepada kepala
perangkat daerah masing-masing yang membidangi.

(3) Pe{anjian Keda Sama sebagaimana dimal<sud pada ayat (21, menjadi
peluang bagi para pelaku usaha di kedua daerah untuk melaksanakan Kerja
Sama Ehrsiness to llsurcss (B2B).

Paral S

JAITGKA WAI(TU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan
tertulis PARA PIIIAI{.



-5-

P.!el 6
PEUBIAYAAIT

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama
ini dibebankan kepada anggaran PARA PIEAI(.

Pa..l 7
trORESFOIlDETSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan
Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan /atau dapat
disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang
memungkinkan.

(21 Alamat yang akan dipergunalan untuk komunikasi PARA PIIIAI(
sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIIIAI( AESATU

Nama : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi L,ampung

Alamat : Jl. RW. Monginsidi No. 69 Kecamatan Telukbetung Utara,
Kota Bandar lampung, Prov. la.mpung

Telepon : l0721l 480850
Fax:-
E-mail : keqiasama.otda@gmail. com

b. PIIIAT KEDUA

Nama : Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit
Intan, Kota Pangkal Pinang, Prov. Kepulauan Bang!<a
Belitung

Telepon : (O7L7l 433865
Fax : (07171 433865
E-mail : kerjasama.prov.babe@gmail.com

(3) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, PrrrAr( yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut
berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pIIrAr( lainnya
dan tidak perlu melakukan perubahan terhadap dokumen kesepakatan ini.
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Pu.l 8
IIETETTT]UAII I,AIT.LAIT

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan
oleh PARA PIHAX atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan keddam
perubahan nraupun addendum dan sebagai bagan yang tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama dibuat dan ditandatangani di Tanjung Pandan
Kabupaten Belitung pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIIIAT KEDUA, PIHAK IIESATU,
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